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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 
Pelimpahan kekuasaan dari rezim Suharto ke Habibie, telah memunculkan 
spekulasi politik . Spekulasi itu adalah bahwa pergantian tersebut akan memberikan 
harapan baru terjadinya masa transisi politik demokratis di Indonesia selanjutnya. 
Pemerintahan transisi ini memiliki tugas melaksanakan  pemilihan umum secepatnya 
untuk tujuan membentuk  pemerintahan yang legitimate.1  
Pemerintahan yang legitimate ini diharapkan dapat mengantarkan Indonesia 
menuju sistem demokrasi dengan mengakhiri kekerasan, praktik korupsi, kolusi dan 
nepotisme. Karena praktek-praktek semacam ini secara signifikan telah 
menyebabkan terjadinya krisis ekonomi hebat di Indonesia. 
 
berke
mbang semakin kompleks. Krisis ekonomi yang berkepanjangan memberi kontribusi 
yang signifikan terhadap persoalan ketenagakerjaan yang merentang mulai dari 
masalah pengangguran hingga masalah kepastian hukum. Sejak lengsernya Suharto, 
Indonesia telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak empat kali, hanya 
dalam waktu enam tahun, Indonesia memiliki empat presiden dengan periode 
kepemimpinan yang singkat. Meski telah mengalami sejumlah pergantian 
                                                             
1 . Malik Heramin & MF. Nurhuda Y, 2000, Mengawal Transisi Refleksi Atas Pemantauan Pemilu 
99, JAMPPI-PB PMII & UNDP, Jakarta,  hlm. 15 
  
kepemimpinan nasiponal, krisis ekonomi tak kunjung selesai dan krisis ekonomi 
yang berkepanjangan ini berimbas pada persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.2 
Pengalaman di banyak negara  dunia ke  tiga  menunjukkan  bahwa  sistem  
 
negara tersebut. Pergantian pemerintah, baik yang cenderung ramah kepada 
kelompok buruh maupun sebaliknya, akan berakibat pada berubahnya pada 
kebijakan  perburuhan  negara  tersebut.3 Besarnya   tuntutan    politik  terhadap  
 
 
perubahan terhadap konstitusi sebagai bagian penting tuntutan reformasi  guna 
membangun sistem  hukum yang  mampu  membawa  rakyat4, bangsa  dan  negara  
                                                             
 
 
 
 
 
  
 
UUDNRI 1945) juga merupakan politik hukum5 (rechts politiek) yang menentukan  
 
UUDNRI 1945 adalah gagasan untuk menegakkan paham negara hukum.6  
 
tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Pasal 24 yang mengatur mengenai kekuasaan 
kehakiman, Pasal 24 A mengatur mengenai Mahkamah Agung, Pasal 24 B mengatur 
mengenai Komisi Yudisial dan Pasal 24 C mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi7. 
                                                             
 
5 Ibid 
 
7 Ibid, Pasal 24 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 jo Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan  Kehakinam menyebutkan bahwa : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuag 
Mahkamah Konstitusi”. 
  
 
Konstitusi baru ini membatasi kekuasaan rezim baru sedemikian rupa agar tidak 
disalahgunakan  dan memberi perlindungan yang kuat terhadap hak-hak rakyat. Selain 
itu, konstitusi baru juga bertujuan memperbaiki sistem kekuasaan agar mampu 
mengikuti perkembangan tuntutan zaman dari sistem yang otoriter kepada sistem yang 
demokratis untuk menciptakan sistem yang menggambarkan dengan kekuasaan yang 
bersifat checks and balance dan melindungi Hak Asasi Manusia (selanjutnya di singkat 
HAM). Bangsa ini sangat membutuhkan UUDNRI 1945 yang menggambarkan dengan 
jelas tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara, serta pokok-
pokok cara kerja badan-badan pemerintahan tersebut.8 
Reformasi hukum di Indonesia mulai bergulir sejak dikeluarkannya Ketetapan 
MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka 
Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara,9 dan 
Ketetapan MPR No. IV/MPR/1998 tentang Garis garis besar Haluan Negara Tahun  
1999 – 2004, yang di dalamnya terdapat acuan politik pembangunan hukum nasional. 
Melengkapi reformasi di bidang hukum, pada akhir tahun 2003, DPR secara berturut-
                                                             
8  Suparman Marzuki,  Op. Cit, hlm. 56. 
9  Ahmad Mujahidin, 2007, Peradilan Satu Atap di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,  hlm. 44. 
  
turut melakukan amandemen terhadap UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 33 Tahun 
1999 tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman menjadi UU No. 4 
Tahun 2004  tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UU No. 14 tahun 1985 tentang  
Mahkamah Agung diubah menjadi UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.10 
Selanjutnya UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diubah menjadi 
UU No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 
tentang Peradilan Umum dan UU No. 5  Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara diubah menjadi  UU No. 9 Tahun 2004 tantang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta keluarnya  
UU Nop. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.11 Untuk mewujudkan Indonesia 
sebagai negara hukum (rechtstaat) dan bukan negara kekuasaan (machstaat) 
diimplementasikan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 
menyelenggarakan hukum dan keadilan yang bebas dan tidak memihak, maka hal itu 
ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman yang menyebutkan bahwa : “Kekuasaan Hakim adalah kekuasaan negara 
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila dan UUDNRI 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum 
Republik Indonesia”. 
 
UUDNRI  1945,  maka dalam  perubahan UU  Kekuasaan   Kehakiman   dan  UU   
                                                             
10  Ibid., hlm. 126 
11 Ibid. 
  
 
kekuasaan Mahkamah Agung merupakan perwujudan kemandirian lembaga peradilan 
Indonesia dalam upaya penegakan hukum.12 
Manifestasi program reformasi di bidang Hukum Perburuhan ditandai dengan 
keluarnya 3 (tiga) paket  UU Perburuhan yang disusun antara tahun 1998 – 2004, yaitu 
UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial. Ketiganya merupakan satu kesatuan  atau paket yang tidak dapat 
dipisahkan untuk menggantikan seluruh sistem hukum perburuhan di Indonesia, 
khususnya yang dikembangkan sejak awal  kemerdekaan tahun 1945.13 Secara historis, 
UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
(selanjutnya disingkat dengan UU PPHI) lahir dari semangat reformasi perburuhan yang 
menuntut pembubaran lembaga yang bernama Panitia Penyelesaian Perselisihan 
Perburuhan Daerah dan Pusat (P4D dan P4P). P4D dan P4P yang dibentuk berdasarkan 
UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan  dan UU No. 12 
Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta, dinilai telah 
gagal untuk mewujudkan sistem penyelesaian  perburuhan yang adil, cepat dan murah.14 
Pemberlakuan UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI sebagai pengganti UU  
 
                                                             
12 Ibid, hlm. 4 
 
 
  
dalam sistem Peradilan Umum (yudikatif).15 UU  PPHI mengandalkan sistem peradilan 
Umum untuk menjawab persoalan perburuhan yang selama ini membelit  P4D dan 
P4P.16 Realitas sosial politik dan ekonomi yang ketika itu bergulir ikut mempengaruhi 
kebijakan pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan     perundang-undangan17   
di     bidang    penyelesaian    perselisihan  
 
Politik    hukum    merupakan    hal    yang   sangat  penting  karena  mampu  
 
 
adalah18 alat pemerintahan yang bertugas menetapkan ketentuan hukum yang berlaku 
umum.19  Alat pemerintahan dalam bidang yudikatif adalah alat pemerintahan yang 
bertugas menguji pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh pihak lain atau dengan 
                                                             
 
15  Surya Tjandra dan  Jafar Suryomenggolo,  Op. Cit., hlm. 6 
16  Ibid, hlm 11 
17  Ibid, hlm 19 
 
 
  
kata lain, alat pemerintahan  dalam bidang yudikatif menetapkan apakah suatu 
perbuatan yang dilakukan oleh suatu pihak atau peristiwa yang dialami oleh sutu 
pihak sesuai dengan hukum yang  berlaku.20 
 
 
  
                                                             
 
20 Ibid, hlm 82 
  
 
asas (prinsip)  tertentu yang bercorak nasional, maka studi tentang kebijakan publik 
itu harus menyelusuri latar belakang filsafat dari kebijakan publik yang di proses di 
suatu negara bahkan juga termasuk budaya politik dan sikap yang memproses 
kebijakan itu sendiri. (political culture, political attitude).21 
Pembangunan   hukum   pada  hakikatnya  adalah pembangunan    sistem  
 
oriented   approach).22   Pembaharuan    hukum  di  bidang  PPHI    seyogianya  
                                                             
21 M. Solly Lubis, 2014, Politik Hukum Dan Kebijakan Publik (legal Policy and Public Policy), 
Mandar Maju, Bandung,  hlm. 84. 
22  Eko  Soponyono, 2015, Pembaharuan Konsepsi Intelektual (Intellectual Conseption) Dalam 
RUU KUHP sebagai wujud Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Bahan kuliah, Program Doktor Ilmu 
Hukum UNDIP, Semarang,  hlm. 2 
  
 
kemajuan zaman.23 
Selama lebih lima dasawarsa, sejak masa orde lama, masa orde baru dan masa 
reformasi, politik hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum 
mampu menghasilkan suatu produk perundang-undangan yang dapat memberikan 
suatu kepastian hukum bagi pekerja/buruh. Undang - undang yang  
 
dan    kemajuan     pengetahuan    serta     teknologi   informasi.24  Pada   sistem  
 
                                                                                                                                                                                  
 
23 Sri Endah Wahyuningsih, 2013, Prinsip Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana 
Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 
hlm. 39 
 
 
  
pemerintah yang mempunyai hak untuk melakukan intervensi terhadap putusan yang 
telah dikeluarkan oleh P4P dengan mengeluarkan hak veto yang merupakan 
kewenangan Menteri Tenaga Kerja.25 Putusan yang dikeluarkan oleh  
 
para pihak dapat lagi menggugat P4P atau Menteri Tenaga Kerja ke Pengadilan Tata 
Usaha Negara.26 Ketentuan ini   mengharuskan  jalan  yang ditempuh baik  
 
 
menangani perselisihan hubungan industrial yang melibatkan dua pihak yang 
bersengketa yang berada dalam posisi yang tidak seimbang dimana pengusaha 
berada pada posisi yang kuat dalam status sosial-ekonomi sedangkan pekerja/buruh 
berada pada posisi lemah yang menggantungkan sumber penghasilannya dengan 
bekerja pada pengusaha atau majikan. Sementara keduanya sama-sama manusia yang 
                                                             
25  Abdul Rachman Budiono, 1999, Hukum perburuhan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 168. 
26  Abdul Khakim, 2003, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 95. 
  
memiliki harkat dan martabat kemanusiaan (human dignity).27 Tujuan  keadilan  
sosial   hanya  dapat  dilaksanakan dengan  
 
pihak pengusaha/majikan melalui sarana hukum.28 Keadilan  merupakan   dasar  
 
dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum bahkan menjadi tujuan hidup 
bernegara. Keadilan merupakan tujuan hukum yang terpenting  karena keadilan 
merupakan sasaran utama dari hukum, oleh karena itu penegakan hukum haruslah 
diarahkan untuk tercapainya keadilan baik bagi individu maupun bagi masyarakat 
yang dikenal dengan istilah  keadilan sosial (social justice).29 Pemberlakuan  prinsip   
keadilan    dalam   menyelesaikan   sengketa  hubungan  
                                                             
27  Agusmida, 2007, Politik Hukum Dalam Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan 
Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum  
Pada Sekolah Pasca Sarjana USU, Medan, hlm. 1 
28 Iman Supomo, 1995, Pengantar Hukum Perburuhan, Cet. XI, Djambatan, Jakarta, hlm.7. 
29 Munir Fuady, 2003,  Aliran Hukum Kritis (Paradigma ketidakberdayaan Hukum), Citra Aditya 
Bakti, Bandung,  hlm. 53. 
  
 
keluarnya Perppu No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU 
No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.30  
 
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).31 PPHI   merupakan pengadilan khusus  
                                                             
30  Sopomo Suparman, 2009, Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial, Tata Cara 
Penyelesaian Sengketa Perburuhan, Jala Permata Perkasa, Jakarta, hlm. 13 
31  Ibid, hlm. 14 
  
 
undang-undang.32 
 
di Indonesia.33 Tugas dan wewenang Pengadilan Hubungan Industrial adalah 
memeriksa dan memutuskan :34 
                                                                                                                                                                                  
 
. 
33  Ibid, hlm. 92. 
34  Pasal 56 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial 
  
 
 
merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dimintakan kasasi 
ke MA sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109 UU  PPHI.35 Proses penanganan 
perkara di PHI, tidak hanya membatasi tahapan upaya hukumnya, akan tetapi waktu 
persidangannya juga dibatasi. Pasal 103 UU  PPHI menyatakan bahwa : “Majelis 
Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang 
pertama”, dan waktu persidangan pada tingkat MA ditentukan paling lama 30 (tiga 
puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 115 UU  PPHI yang berbunyi 
: “perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah 
                                                             
35  Ugo dan Pujiyo, Op. Cit., hlm 22. 
  
Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
penerimaan permohonan kasasi”. 
Kehadiran PHI yang diharapkan mampu membawa suasana baru dalam 
melakukan reformasi dan pembaharuan sistem hukum penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial di Indonesia, namun pada kenyataannya masih diragukan 
keefektifannya dalam menuntaskan persoalan sengketa hubungan industrial secara 
efisien dan berkeadilan karena masih belum lengkapnya peraturan yang mengatur 
secara mendetail tentang proses perkara di PHI. Hal ini jelas akan menimbulkan 
ketidakpastian hukum yang berlaku.36 Dilema dalam penyelesaian sengketa 
hubungan industrial tidak hanya menyangkut pembentukan hukum, tetapi juga 
menyangkut kesiapan sarana hukum beserta aparatur hukumnya. 
Selama lebih kurang 10 (Sepuluh) tahun berjalannya  PHI di Indonesia terdapat 
banyak kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya, terutama dalam proses 
pelaksanaan  putusan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. UU PPHI tidak    
mengatur   mengenai    proses    pelaksanaan   putusan    sehingga   
 
Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam 
Lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dlm undang  - 
 
pelaksanaan putusan  perkara PPHI mengakibatkan proses pelaksanaan putusannya 
berjalan lambat dan berbelit-belit, apalagi dengan terbukanya peluang upaya hukum 
                                                             
36  Pikiran Rakyat, “Minimbulkan masalah Dalam pelaksanaan, UU Ketenagakerjaan Terkesan 
Asal Jadi”, dalam http://www.pikiran-rakyat.com/0105/24/0603.htm, diakses Mei 2017. 
  
peninjauan kembali (PK) bagi pihak pengusaha sehingga semakin memperpanjang 
proses untuk menemukan keadilan.  
Keinginan para  pekerja/buruh  untuk mendapatkan keadilan dlm   proses    
 
kekhususannya masih terbatas pada hal-hal tertentu saja. Apalagi dalam pelaksanaan 
putusan sama sekali tidak diatur secara khusus di dalam UU PPHI sehingga harus 
diberlakukan hukum acara perdata umum, hal ini merupakan kelemahan tersendiri 
dalam proses eksekusi putusan PHI. Ditambah lagi ketidak beranian Ketua 
Pengadilan mengambil kebijakan resmi (politik hukum) dalam melakuklan eksekusi 
putusan PHI, semakin melengkapi kelemahan proses eksekusi  putusan  PHI. 
Kelemahan-kelemahan  dalam pelaksanaan pelaksanaan  
 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang menyangkut pemutusan 
hubungan kerja antara lain :37 
1. Putusan PHI No. 01/G/2011/PHI.Mdn jo putusan MA No. 794 K/Pdt.Sus/2011, 
antara Efendi sebagai penggugat melawan PT Asia Raya Fonri sebagai 
tergugat, perkara ini diregister di PHI pada PN Medan pada tanggal 06 Januari, 
                                                             
37  Data diperoleh dari Panitera Muda PHI pada Pengadilan Negeri Medan. Dari bulan Maret 2007 
s/d bulan Juli  2016 perkara yang masuk di PHI pada Pengadilan Negeri Medan sebanyak 1153 kasus dan 
yang telah diputus di tingkat PHI pada PN Medan sebanyak 1104 kasus. Berdasarkan data untuk periode 
tahun 2015-2016, perkara yang menempuh upaya hukum kasasi ke MA sebanyak 122 kasus dan yang 
telah diputus oleh Hakim MA dan berkasnya telah sampai ke PHI pada PN Medan sepanjang periode 
tersebut sebanyak 38 kasus dan yang menempuh upaya hukum PK sebanyak 31 kasus. Untuk penelitian 
ini penulis mengambil 10 putusan yang dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), 5 
diantaranya belum berhasil dieksekusi. 
  
diputus pada tanggal 30 Maret 2011, kemudian diputus di MA pada tanggal 24 
Februari 2012, akan tetapi putusan tersebut tidak dapat segera di eksekusi 
karena tergugat melakukan upaya hukum PK; 
2. Putusan No. 104/G/2011/PHI.Mdn. jo putusan MA No. 768 K/Pdt.Sus/2012, 
antara Iwan alias Marno sebagai penggugat melawan Percetakan Bangbara 
Hideng , perkara ini diregister di PHI pada PN Medan pada tanggal 16 
September 2011, diputus pada tanggal 21 Desember 2011, kemudian diputus di 
MA pada tanggal 08 Januari 2013, putusan ini diberitahukaan kepada 
penggugat pada tanggal 16 September 2013, dalam rangka eksekusi dilakukan 
aanmaning pertama pada tanggal 11 Nopember 2013 dan aanmaning kedua 
pada tanggal 10 Desember 2013, akan tetapi setelah aanmaning kedua tergugat 
melakukan upaya hukum PK sehingga proses eksekusi tidak dapat dilanjutkan 
atau harus ditunda; 
3. Putusan No. 43/G/2012/PHI.Mdn. jo Ma No. 7 K/Pdt.Sus/2013 antara Harapan 
Sitorus sebagaai penggugat melawan PT. Djakarta LIoyd sebagai penggugat - 1 
dan Djakarta LIoyd Cabang Medan sebagai tergugat 11, perkara ini diregister 
di PHI pada PN Medan pada tanggal 07 Juni 2012, diputus pada tanggal 29 
Agustus 2012, kemudian diputus di MA pada tanggal 12 Februari 2013, 
putusan diberitahukan kepada penggugat pada tanggal 12 Juli 2013 dan kepada 
tergugat pada tanggal 06 Desember 2013, dalam rangka eksekusi dilakukan 
penetapan eksekusi pada tanggal 01 Oktober 2013 dan aanmaning 
dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2013, akan tetapi tidak mendapat 
tanggapan dari termohon eksekusi sampai sekian lama. Baru pada tanggal 14 
September 2015 dapat dilakukan peletakan sita eksekusi dan pada tanggal 28 
  
Oktober 2015 telah dilakukan eksekusi untuk selanjutnya dilaksanakan proses 
lelang (proses berlanjut); 
4. Putusan No. 73/G/2012/PHI.Mdn. jo MA No. 237 K/Pdt.Sus/PHI/2013, antara 
Mulia Amin sebagai penggugat melawan PT. Unibis sebagai tergugat, perkara 
ini deregister di PHI pada PN Medan pada tanggal 05 Oktober 2012, diputus 
pada tanggal 22 Januari 2013, kemuadian diputus di MA pada tanggal 25 Juni 
2013, putusan ini diberitahukan kepada penggugat pada tanggal 18 Nopember 
2013 dan kepada tergugat pada tanggal 11 Nopember 2013, dalam rangka 
pelaksanaan eksekusi dilakukan penetapan eksekusi pada tanggal 03 Januari 
2014 dan aanmaning dilaksanakan pada tangga 15 Januari 2014 (proses masih 
berlanjut); 
5. Putusan No. 38/G/2011/PHI.Mdn. jo Putusan MA No. 711 K/Pdt.Sus/2011, 
antara Suhardiman sebagai penggugat melawan CV. Sudi Plastik sebagai 
tergugat, perkara ini diregister di PHI pada PN Medan pada tanggal 10 April 
2011, diputus pada tanggal 26 Juni 2011, kemudian diputus di MA pada 
tanggal 12 Januari 2012, putusan ini diberitahu kepada penggugat pada tanggal 
03 September 2012 dan kepada tergugat pada tanggal 27 Agustus 2012, pada 
tanggal 17 Oktober 2012 tergugat melakukan PK, putusan PK keluar tanggal 
30 Juli 2013, dalam rangka pelaksanaan eksekusi dilakukan penetapan eksekusi 
pada tanggal 19 Maret 2013 dan aanmaning dilaksanakan pada tanggal 02 
April 2013, kemudian penetapan sita eksekusi pada tanggal 02 Nopember 2015 
(proses masih berlanjut). 
Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perkara 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial di atas, diperlukan kesadaran politik 
  
yang memadai dari para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan 
pembentukan kembali (rekonstruksi) hukum supaya gerakan rekonstruksi hukum itu 
lahirnya dari kemauan politik bangsa.38 Rekonstruksi hubungan industrial ini 
bertujuan untuk melengkapi konsep hukum yang telah ada dengan melahirkan 
konsep baru terhadap pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perkara penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial  yaitu keadilan yang diperoleh dari  hukum yang 
hidup ditengah-tengan masyarakat. Rekonstruksi ini relevan dengan model 
penerapan hukum yang ideal bagi masyarakat Indonesia. 
Berdasarkan paparan tersebut diatas, perlunya menciptakan peraturan baru 
yang sesuai di bidang PPHI khususnya dalam bidang pelaksanaan putusan 
pengadilan terhadap perkara PPHI dirasa sebagai kebutuhan yang mendesak yang 
dirasakan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Pembentukan kerangka 
hukum demi terbinanya hubungan industrial yang adil, efektif dan sanggup 
membantu penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan tugas yang 
harus dilaksanakan sebaik-baiknya.39 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimanakah  politik hukum dalam pelaksanaan  putusan pengadilan  
hubungan industrial ? 
                                                             
38  M. Solly Lubis, 2014, Politik Hukum dan Kebijakan Publik (legal Policy and Public Policy), 
Mandar Maju, Bandung, hlm. 84. 
39  Alan J. Boulton. 2002, Struktur Hubungan Industrial di Indonesia Masa Mendatang, Masalah 
dan Tantangan, Kantor Perburuhan Internasional, Jakarta, hlm. 10. 
  
2. Bagaimanakah kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan putusan 
pengadilan hubungan industrial ? 
3. Bagaimanakah  rekonstruksi ideal politik hukum dalam pelaksanaan putusan 
pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif? 
 
C. Keaslian Penelitian 
Berdasarkan penelusuran, penelitian dengan topik Politik Hukum Dalam 
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif  
dapat dikatakan bahwa tingkat keaslian (originality) dari peneliti ini dapat 
dipertanggung jawabkan. Meskipun demikian karena keterbatasan dalam melacak 
hasil-hasil penelitian khususnya yang tidak dipublikasikan maka tidak tertutup 
kemungkinan bahwa pokok persoalan yang diteliti terkait dengan permasalahan yang 
telah diteliti oleh peneliti sebelumnya karena disiplin ilmu yang sama tetapi dari 
sudut pandang yang berbeda. 
Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan dapat 
dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu dalam bentuk disertasi  yakni : 
1. Agusmida, Disertasi, Politik Hukum Dalam Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan 
Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, Program Doktor  Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Dilematika pengaturan 
dalam hukum ketenagakerjaan disebabkan adanya berbagai kepentingan yang 
berbeda antara para pihak yang akan diatur dalam hubungan ketenagakerjaan. 
Hukum Ketenagakerjaan yang akomodatif menjadi harapan banyak orang. 
Harapan tersebut hanya mungkin dicapai apabila Hukum Ketenagakerjaan 
dibentuk di atas garis politik yang tepat. 
  
Berdasarkan hasil penelitiannya Agusmidah menyatakan bahwa : Tujuan 
pembangunan Hukum Ketenagakerjaan dapat dicapai apabila pembentukan 
peraturan perundangan ketenagakerjaan menggunakan pendekatan sistem, karena 
melalui pendekatan sistem politik hukum yang digariskan akan mengandung 
keseimbangan baik politik hukum dalam dimensi basic policy (kebijakan dasar) 
maupun dalam dimensi enactment policy (kebijakan pemberlakuan), disamping 
akan dapat mencegah timbulnya inkonsistensi yang menjauhkan hukum dari nilai 
kepastian, keadilan dan kemanfaatan.40 Penelitian Agusmidah bertitik tolak pada 
politik hukum Hukum Ketenagakerjaan secara umum, sedangkan fokus penelitian 
saya merumuskan konsep politik hukum dalam pelaksanaan (eksekusi) putusan 
pengadilan hanya  hubungan industrial terhadap perkara PPHI. 
 
                                                             
40 Agusmidah, 2010, Disertasi : Politik Hukum Dalam Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan 
Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan ,  Program Doktor  Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Sumatera Utara, Medan 
  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tidak dipenuhinya 
ketentuan upah minimum dan tidak mengikutsertakan para pekerja dalam program 
ASTEK 
Hasil penelitiannya  memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang 
apa dan bagaimana sistem hubungan industrial di Indonesia, melalui investigasi 
terhadap sejarah pergerakan buruh berikut konteks ekonomi, politik dan ideologi-
nya. Serta bagaimana sejarah melahirkan suatu konfigurasi strategis Pemerintah-
Pengusaha-Pekerja.41 Dari konfigurasi tersebut akan dikenali distribusi kemasan 
dan kekuatan antar aktor yang secara langsung mempengaruhi efektivitas 
pelaksanaan Kebijaksanaan Hubungan Industrial Pancasila di tingkat nasional 
maupun perusahaan. 
3.  Cosmas Batubara, Disertasi, Hubungan Industrial di Indonesia, Aspek Politik dari 
Perubahan Aturan di Tempat Kerja, Program Doktor Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Indonesia Jakarta. Fokus kajiannya membahas tentang 3 pokok 
permasalahan yaitu 1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam melaksanakan 
perubahan aturan di tempat kerja dengan tekanan buruh dari negara maju dan 
tuntutan dari kelompok aktifitas buruh dalam negeri di luar organisasi buruh yang 
di akui pemerintah, 2. Bagaimana perubahan sikap pemerintah dalam mengubah 
aturan di tempat kerja dalam menjaga citra pemerintah dalam mempertahankan 
produk produk eksport Indonesia, 3. Bagaimana dampak globalisasi dan kebijakan 
                                                             
41  Sapta Dwikarna, 1994, Disertasi; Sistem Hubungan Industrial Indonesia; Defektifitas 
Pelaksanaan Kebijakan Hubungan Industrial Pancasila, Program Doktor Ilmu Sosial Universitas 
Indonesia, Jakarta. 
  
pemerintah di bidang ekonomi dalam melakukan  restrukturisasi atau liberalisasi 
ekonomi kepada pengaturan di tempat kerja. 42 
Berdasarkan penelusuran kepustakaan ini  maka disertasi yang ditulis  oleh 
Agusmida dan Cosmas Batubara hampir sama dengan topik yang saya kaji yakni 
tentang Politik Hukum dan Aspek Politik. Tetapi dari kedua tulisan tersebut ada 
perbedaaan prinsip yang saya kaji yakni tulisan Agusmida lebih  bertitik tolak 
pada politik hukum Hukum Ketenagakerjaan secara umum dan Cosmos Batubara 
fokus kepada Aspek politik dilihat dari perubahan aturan di tempat kerja. Sedang 
tulisan saya mengakaji tentang Rekonstruksi Politik Hukum dalam pelaksanaan 
atau eksekusi  putusan pengadilan terhadap perkara penyelesaian hubungan 
industrial. 
Untuk lebih jelasnya perbedaan disertasi yang saya tulis dengan disertasi lain 
dibuat dengan table perbandingan. 
 
Tabel 1 : Perbandingan keaslian disertasi ini dengan disertasi lain 
No Disertasi 
1 2 3 
A Agusmida Siti Nurhayati 
Judul Politik Hukum Dalam Hukum 
Ketenagakerjaan Berdasarkan 
Peraturan Perundang-Undangan 
Ketenagakerjaan 
Rekonstruksi Politik 
Hukum Dalam 
pelaksanaan Putusan 
pengadilan Hubungan 
Industrial Berdasarkan 
Hukum Progresif. 
Fokus 
Penelitian 
Politik hukum Hukum 
Ketenagakerjaan secara umum 
Pembentukan kembali 
(rekonstruksi) politik 
hukum dalam pelaksanaan 
                                                             
42 Cosmas Batubara, 2002, Disertasi; Hubungan Industrial di Indonesia, Aspek Politik dari 
Perubahan Aturan di Tempat Kerja, Program Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta. 
  
putusan pengadilan 
hubungan industrial.  
Temuan Tujuan pembangunan Hukum 
Ketenagakerjaan dapat dicapai apabila 
pembentukan peraturan perundangan 
ketenagakerjaan menggunakan 
pendekatan sistem, karena melalui 
pendekatan sistem politik hukum yang 
digariskan akan mengandung 
keseimbangan baik politik hukum 
dalam dimensi basic policy (kebijakan 
dasar) maupun dalam dimensi 
enactment policy (kebijakan 
pemberlakuan), disamping akan dapat 
mencegah timbulnya inkonsistensi 
yang menjauhkan hukum dari nilai 
kepastian, keadilan dan kemanfaatan 
 
Pemberlakuan hukum 
acara perdata umum dalam 
proses pelaksanaan atau 
eksekusi  putusan 
pengadilan terhadap  
perkara Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan 
Industrial sebagaimana 
dimanatkan dalam Pasal 57 
UU PPHI yang  
mengakibatkan proses 
pelaksanaan putusan 
pengadilan tersebut 
berjalan  lambat. 
B Sapta Dwikarna  
Judul Sistem Hubungan Industrial Indonesia: 
Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan 
Hubungan Industrial Pancasila 
 
Fokus 
Penelitian 
Memperoleh pemahaman yang lebih 
komprehensif tentang apa dan 
bagaimana sistem hubungan industrial 
di Indonesia, melalui investigasi 
terhadap sejarah pergerakan buruh 
berikut konteks ekonomi, politik dan 
ideologi-nya. 
 
Temuan Terjadinya pemogokan dan unjuk rasa 
didominasi oleh masalah pengupahan, 
masalah jaminan sosial, masalah KKB, 
masalah SPSI, serta masalah syarat 
kerja. Dari kasus unjuk rasa dan 
pemogokan yang terjadi, hampir 
seluruhnya menyangkut tuntutan para 
pekerja atas hak-hak yang bersifat 
normatif, karena adanya pelanggaran 
para pengusaha terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, seperti tidak dipenuhinya 
ketentuan upah minimum dan tidak 
mengikutsertakan para pekerja dalam 
program ASTEK 
 
C Cosmos Batubara  
  
Judul Hubungan Industrial di Indonesia, 
Aspek Politik dari Perubahan Aturan 
di Tempat Kerja 
 
Fokus 
Penelitian 
Sistem hubungan industrial di 
Indonesia, melalui investigasi terhadap 
sejarah pergerakan buruh berikut 
konteks ekonomi, politik dan ideologi-
nya. 
 
Temuan Tuntutan standart perburuhan 
internasional dari luar negeri dan 
kaitan dengan budaya politik buruh  
dengan perubahan aturan di tempat 
kerja 
 
 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui : 
1. Politik hukum dalam pelaksanaan  putusan pengadilan  hubungan industrial. 
2. Selain itu juga untuk memahami kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan 
putusan pengadilan  hubungan industrial. 
3. Selanjutnya diharapkan dengan penelitian ini diperoleh suatu rumusan 
tentang rekonstruksi ideal politik hukum dalam pelaksanaan putusan 
pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan semangat dan 
rasa percaya diri untuk melakukan penelitian-penelitian lainnya dalam 
rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum 
ketenagakerjaan terutama yang menyangkut tentang politik hukum 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
  
b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 
penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan politik hukum khususnya  
mengenai putusan pengadilan dalam perkara penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial  dan sekaligus dapat menambah khasanah kepustakaan 
hukum ketenagakerjaan di Sumatera Utara khususnya dan Indonesia pada 
umumnya. 
 
 
 
 
  
 
politik hukum dalam pelaksanaan  putusan hubungan industrial berdasarkan 
hukum progresif. 
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual 
1. Kerangka Teoritis 
1.1. Teori Sistem Hukum 
 
  
bagian-bagian itu.43 Sistem merupakan satu  kesatuan  yang utuh terdiri  
 
dalamnya.44 
 
pada lingkaran tersebut. Jika diletakkan semua kotak  itu sesuai bentuk  dan ukuran 
yang tepat, akan didapatkan sesuatu yang kira-kira akan membentuk sebuah 
lingkaran. Walau bagaimanapun, pada bagian-bagian tertentu kotak-kotak itu tidak 
mengisi penuh lingkarannya. Pada bagian lain kotak-kotak sedikit keluar daritepian 
lingkaran. Secara geometris, wujud itu memang tidak sempurna tetapi cukup 
mendekati lingkaran yang diperlukan.45 Ringkasnya, pada sistem hukum, ada 
subsistem-subsistem, kebanyakan diantaranya sesuai kesepakatan umum merupakan 
                                                             
43 http://fidiannurulmaudah.wordpress.com/sistem-hukum-menurut.laurence-m-friedman/, diakses 
pada tanggal 26 Desember 2016. 
44 Ibid. 
 
 
  
bagian dari sistem hukum. Mereka memiliki kesamaan dari segi bahwa semua itu 
adalah sistem, dan bahwa semua itu  terhubung dengan negara atau memiliki struktur 
otoritas yang bisa dianalogikan dengan perilaku negara. Bagi Lawrence M. 
Friedman, sistem hukum dalam hal ini suatu pokok bahasan ilmu pengetahuan sosial, 
tetapi bukan merupakan ilmu pengetahuan sosial tersendiri, bahkan bukan 
merupakan ilmu pengetahuan sama sekali.46 
 
kesatuan terpadu tentang hukum.47 Pada  studi  ilmu  hukum, kebanyakan orang  
 
rangka melakukan penatan dan pembenahan sistem hukum nasional.48 Secara singkat 
ketiga sistem hukum tersebut dapat digambarkan yaitu struktur  hukum  
                                                             
46 Ibid, hlm. 12. 
47 http://fidiannurulmaulidah.wordpress.com/sistem-hukum-menurut.laurence-m-friedman/, 
diakses pada tanggal 26 Desember 2016. 
48 Saifullah, 2007, Refleksi Sosiologi Hukum, Refika Aditama, Banmdung,  hlm. 26 
  
 
itu digunakan.49 Sistem hukum yang diberlakukan selalu mengandung adanya tiga 
subsistem yang saling berinteraksi dan harus dipandang dalam satu keseluruhan 
sistem hukum yang berlaku, yaitu :50 
1. Struktur hukum, dimana pemikiran tentang struktur hukum adalah pemikiran 
yang berkenaan dengan organ yang memiliki kewenangan untuk 
melaksanakan hukum, kewenangan mempertahankan hukum dan kewenangan 
untuk melakukan peradilan jika terjadi bentrokan kepentingan yang menarik 
hukum untuk menyelesaikannya; 
2. Substansi hukum, yang merupakan intisari dari hukum dan ketika dilakukan 
pemahaman atas intisari hukum maka secara teori hal itu berkenaan dengan 
keadilan; 
3. Kultur hukum, dimana suatu penegakan hukum hanya dapat dilakukan ketika 
struktur hukum berperan dalan tugas dan fungsinya masing-masing dan ketika 
terlepas dari kultur hukum yang menjadi panutan dan menjadi bahan 
pertimbangan yang harus dilakukan guna penegakan hukum yang benar, yaitu 
berkesesuaian dengan kultur hukum itu sendiri. 
Sistem hukum Indonesia dapat didefinisikan sebagai keseluruhan lapangan-
lapangan aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu kesatuan 
                                                             
49 Ahmad Mujahidin, Op. Cit., hlm. 43. 
 
 
  
aturan hukum positif Indonesia. Lapangan-lapangan hukum dimaksud  pada  garis  
besarnya  terbagi  atas   aturan  hukum publik dan aturan  
 
secara konstitusional hingga berlaku sekarang ini dengan berbagai perubahan dalam 
bentuk peniadaan dalam keberlakuannya, keberlakuan aturan hukum  yang baru 
dibentuk, baik yang diberlakukan mengatur dan mengikat secara paksa maupun yang 
diberlakukan secara suka rela.51 Semua aturan-aturan hukum dalam satu keseluruhan 
aturan hukum diberlakukan sebagai tata hukum Indonesia, namun fokus sistem dapat 
pula dibagi atas daya berlakunya oleh suatu sistem kelembagaan yang disebut 
struktur hukum, yang menyangkut isi yang menjadi kekuatan berlakunya yang 
disebut  substansi hukum serta hal yang mempengaruhi pola tindakan para penegak 
hukum  dalam keberlakuannya yang  
 
Indonesia.52   
 
 
                                                             
51 Ibid, hlm. 155. 
52 Ibid,  hlm. 156. 
  
 
Kebijaksanaan politik hukum merupakan salah satu subsistem dan bagian yang 
integral dalam sistem hukum itu sendiri. Baik secara teoritis konseptuan maupun 
praktis operasional, perlu dipelihara konsistensinya dengan sistem manajeman 
kehidupan nasional (managerial system of the national life).53  
 
(kelembagaan) hukum dan budaya hukum, melalui upaya :54 
 
 
 
                                                             
53 M. Solly Lubis, 2011,  Serba-serbi Politik dan Hukum , Sofmedia, Jakarta,  hlm. 63. 
54 Ibid,  hlm. 71.  
  
 
 
politik hukum pelayanan dan penegakan hukum.55 
 
                                                             
55 Ibid, hlm. 80. 
  
 
termasuk di dalamnya lembaga penegak hukum maupun penyelenggara negara serta 
seluruh warga negara Indonesia, wajib menempatkan dan mewujudkan kultur hukum 
Pancasila  di dalam berbagai sikap dan tingkah laku baik sebagai moral maupun 
sebagai etika yang menuntut pola tindakan sebelum kaedah itu diimplementasikan. 
Oleh karena itu seluruh nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan, baik dalam 
substansi hukum maupun oleh penegak hukum demi terwujudnya kultur hukum yang 
memberikan pembenaran atas keberadaan  Pancasila sebagai payung hukum dari 
sistem hukum Indonesia.56 
Untuk melakukan penataan dan pembenahan substansi hukum PPHI  
 
bagian dari sistem hukum nasional dan dapat berkiprah secara global.57 Langkah 
pembangunan    sistem    hukum    pelaksanaan   putusan  pengadilan  hubungan  
 
 
                                                             
56 H. Faried Ali, Anwar Sulaiman dan Femmy Silaswaty Faried, Op.Cit., hlm. 161. 
57 Ibid, hlm. 114  
  
 
undangan   administrasi yang menunjang aktivitasnya sehari-hari.58 Demikian  
 
Pengadilan harus menjadi garda terdepan dalam melahirkan kebijakan hukum 
khususnya dalam hal pelaksanaan pelaksanaann putusan PPHI yang belum termaktub 
dalam UU PPHI. Kebijakan hukum atau politik hukum ini diperlukan  
 
hukum pelaksanaan putusan pengadilan PPHI adalah Perguruan Tinggi, srikat 
pekerja/buruh, organisasi pengusaha/Apindo dan juga kalangan LSM. 
1.2. Teori Perundang-undangan 
 
                                                             
58 Ibid, hlm. 116 
  
 
 bersifat kognitif.59 
 
2 bagian, yaitu :60 
 
ilmu perundang-undangan. Orientasi teori perundang-undangan adalah pada :61 
 
 Orientasi ilmu perundang-undangan yaitu pada : 
a) pembentukan perundang-undangan; dan 
b) bersifat normatif. 
Definisi yang disajikan oleh Burkrardt Krems hanya difokuskan pada kejelasan 
makna atau  pengertian dan tidak menganalisis dari proses penyusunan  peraturan 
perundang-undangan sampai dengan penetapannya. 
                                                             
 
60 H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum  Pada Penelitian Tesisi 
dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35 
61  Ibid, hlm. 36 
  
 
mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan 
penetapan  dan  pengundangan”. Sedangkan  yang  dimaksud  dengan peraturan  
 
Pembentukan Perundang-undangan adalah : “ Peraturan tertulis yang memuat norma 
hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh  dalam 
peraturan perundang-undangan”. 
 
undangan di bawah UUDNRI Tahun 1945 dan di atas UU atau Perppu. Susunan  
 
 
 
  
Fokus teori perundang-undangan adalah pada proses pembentukan perundang-
undangan beserta tahapan-tahapan di dalam penyusunannya. Ketentuan mengenai 
penyusunan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 
yang telah disempurnakan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan   Perundang-undangan. Pada  UU  No.  12  Tahun 2011  
 
No. 12 Tahun 2011 tercantum dalam pertimbangan hukum huruf (a), yang berbunyi : 
 
 
Apabila dikaji pertimbangan hukum tersebut, maka landasan filosofis penyusunan  
peraturan  perundang-undangan  di Indonesia adalah dalam rangka  
 
menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia. Perlindungan 
itu meliputi perlindungan prefentif maupun represif. Tujuan perlindungannitu adalah 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.62 Perturan perundang-undangan 
haruslah mengadopsi dan mengakomodasi gejala-gejala sosial kemasyarakatan yang 
dimensinya bisa etis, sosiologis, politis dan historis. Bahkan substansi peraturan 
                                                             
62  Ibid, hlm. 39. 
  
perundang-undangan justru diambil dari gejala sosial masyarakat yang sifatnya 
multidimensional.63  
 
masyarakat dan negara.64 Landasan sosiologis  penyusunan UU No. 12 Tahun 
2011, tercantum dalam pertimbangan hukum pada huruf (b), yang berbunyi : 
 
Landasan    sosiologis   penyusunan    UU   No. 12  Tahun  2011  adalah   untuk  
 
perundang-undangan.65  
 
 
                                                             
63  B. Hestu Cipto Handoyo, Op. Cit., hlm. 41.  
64  H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Loc. Cit. 
65 Ibid. 
  
 
dapat dilaksanakan secara efektif harus selalu memperhatikan fungsi dan tugas 
lembaga legislatif dan fungsi eksekutif. Karena keadaan suatu undang-undang pada 
dasarnya merupakan instrumen bagi penguasa untuk menjalankan roda 
pemerintahan. Karena itu pembentukan undang-undang hendaknya tidak  
dipahami sebagai sekedar suatu proses pembentukan semata, tetapi harus pula 
dikaitkan dengan penerapan undang-undang serta penegakan hukumnya.66 
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan 
bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi 
kekosongan dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, 
atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan 
masyarakat. Landasan yuridis menyangkut  persoalan  hukum  
                                                             
 
 
  
 
antara lain:67 
 
Landasan yuridis penyusunan UU No. 12 Tahun 2011 tercantum dalam 
pertimbangan hukum pada huruf (c), yang berbunyi: 
 
 
Bertitik  tolak  dari   landasan  filosofis,  sosiologis   dan   yuridis   dalam  
                                                             
67  H. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, Loc. Cit. 
 
  
 
kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Apabila suatu peraturan perundang-undangan, 
tidak lagi dapat mengakomodir perkembangan masyarakat, maka sudah selayaknya 
dilakukan pembaharuan atau diganti dengan perundang-undangan baru agar dapat 
menjawab segala persoalan yang muncul dalam masyarakat. Demikian  halnya 
dengan  UU PPHI terutama dalam hal pelaksanaan putusan yang masih 
menggunakan hukum acara perdata umum, sudah barang tentu tidak lagi relevan 
dengan situasi masyarakat yang menginginkan penyelesaian perkara dengan cepat, 
tepat, adil dan murah sejalan dengan era industrialisasi. Adanya lembaga PHI ini 
ternyata belum mampu mengatasi permasalahan hukum yang terjadi dalam perkara 
perselisihan hubungan industrial seperti berlarut-larutnya proses pelaksanaan putusan 
karena tidak adanya aturan khusus tentang pelaksanaan putusan dalam UU PPHI. Hal 
ini menjadi kontradiktif dengan sistem PHI yang merupakan pengadilan khusus. 
Pada   hal   sebagai   pengadilan   khusus, PHI   dibentuk  untuk  mengakomodir  
 
cepat, tepat, adil dan murah merupakan suatu keniscayaan. 
Untuk mengatasi permasalahan pelaksanaan putusan dalam perkara PPHI yang 
membutuhkan waktu panjang dan berbelit-belit ini, maka dibutuhkan pembaruan UU 
PPHI yang sejalan dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang merupakan 
alasan mendasar dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Oleh 
karena itu dibutuhkan kesadaran politik yang memadai dari pihak yang berwenang 
untuk melakukan pembentukan kembali (rekonstruksi) hukum di bidang PPHI. 
  
Supaya gerakan rekontruksi hukum itu lahir dari kemauan politik bangsa, maka perlu 
dilaksanakan dengan kebijakan politik atau politik hukum. Rekonstruksi politik 
hukum ini bertujuan untuk melengkapi konsep hukum yang telah ada dengan 
melahirkan konsep baru politik hukum pelaksanaan putusan pengadilan hubungan 
industrial yang berdasarkan hukum progresif. 
 
1.3. Teori Hukum Progresif 
 
manusia penegak hukum itu sendiri.68 
 
respon terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.69  
 
                                                             
 
69  Achmad Rifai, Ibid, hlm. 40 
  
 
yang dapat membuat terobosan dari kekakuan dan kemandegan hukum yang ada 
dengan melihat hukum dan mengritisinya dari kacamata yang lain yaitu dari  
 
menyelesaikan seluruh persoalan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum 
harus membuka diri pada disiplin ilmu lain agar dapat memposisikan diri  sesuai   
dengan   jati   dirinya.70 Hukum   harus  cair,  mengalir,  mengikuti  
 
menjadi penentu dalam menerapkan hukum dalam suatu permasalahan yang dihadapi 
manusia.71 
 
                                                             
70  Moh. Mahfud MD et al, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Thafa Media, 
Yogyakarta, hlm. 128-129.  
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mendasar dalam teori dan praktik hukum, serta melakukan berbagai terobosan.72    
Sederhananya   hukum   progresif   bertujuan    sebagai    hukum  
 
melaksanakan    tugasnya    mengabdi   kepada   manusia   dan  kemanusiaan.73   
 
seseorang, kesenangan dan kemuliaan manusia.74 Semangat hukum progresif juga 
berbanding lurus dengan pendapat Muhammad Imrah dalam tulisannya berjudul 
Islam Progresif. Memahami Islam sebagai paradigma kemanusiaan, yang 
menyatakan ; islam adalah agama yang bersumber dari Tuhan (Allah SWT) dan 
berorientasi pada paradigma kemanusiaan. Oleh karenanya, Islam harus menjadi 
solusi bagi problem kemanusiaan sebagaimana dimensi kemanusiaan dan ketuhannan 
dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur’an. Dalam surat Ali Imran ayat (110) Allah 
SWT berfirman, “Kamu adalah ummat yang terbaik diutus untuk manusia, 
menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah SWT.75 
Fakta di depan mata, penegakan hukum di Indonesia masih carut marut, dan 
hal ini sudah diketahui dan diakui bukan saja oleh orang-orang yang sehari-harinya 
berkecimpung di bidang hukum, tetapi juga oleh sebagaian besar masyarakat 
Indonesia dan juga komunitas masyarakat Internasional. Bahkan banyak pendapat 
                                                             
72  http://gardabala.com/2013/05/hukum-progresif-dan-hukum-responsif.html. Diakses pada 
tanggal 16 Januari 2017 
73 Satjipto Rahardjo, 2008, Biarkan Hukum Mengalir, Catatan kritis tentang Pergulatan Manusia 
dan Hukum, Kompas, Jakarta, hlm 147. 
74  Faisal, 2014, Memahami Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 89. 
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menyatakan bahwa penegakan hukum ( law inforcement) di Indonesia  sudah sampai 
titik nadir. Proses penegakan hukum acap kali dipandang bersifat diskriminatif, 
inkonsisten dan hanya mengedepankan kepentingan kelompok tertentu, padahal 
seharusnya penegakkan hukum merupakan ujung tombak terciptanya tatanan hukum 
yang baik dalam masyarakat.76 Salah satu sebab mengapa Indonesia sulit keluar dari 
krisis ekonomi sejak tahun 1998 dibanding negara lainnya yang terkena imbas krisis 
tersebut adalah dikarenakan penegakan hukum di Indonesia terbilang sangat buruk. 
Bangsa Indonesia belum mampu berhasil mengangkat hukum sampai pada taraf 
mendekati keadaan ideal, tetapi malah makin menimbulkan kekecewaan yang 
mendalam.77 Untuk itu sudah seharusnya sektor hukum lebih diberdayakan agar 
pembangunan masyarakat dan bangsa dapat dilaksanakan atau bahkan dapat 
dipercepat sebagaimana pendapat dari Roscoe Pound bahwa hukum dapat berfungsi 
sebagai sarana rekayasa sosial (law as tool social engineering) atau hukum sebagai 
sarana pembanguna (law as a tool af development).78 Progresifisme hukum 
mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar 
kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. 
Kebutuhan akan hukum progresif dengan pendekatan komprehensif dan 
multidisipliner merupakan kata kunci untuk memahami asumsi yang ada dibalik 
hukum progresif itu sendiri.79 
Ada beberapa asumsi yang mendasari progresifisme hukum yaitu :80 Pertama 
Hukum adalah untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk 
sesuatu yang lebih luas dan besar. Kalau terjadi permasalahan di bidang hukum, 
maka hukum harus ditinjau dan diperbaiki; Kedua,  Hukum selalu ada pada status 
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law in the making dan tidak bersifat final, melainkan dalam proses untuk menjadi 
(law as a process, law in the making); secara spesifik hukum progresif antara lain 
bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep 
hukum progresif adalah tidak untuk  kepentingan sendiri, melainkan untuk satu 
tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan 
tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek. dan ketiga, Hukum adalah 
institusi yang bermoral kemanusiaan dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani. 
 
Bagi Hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi 
pada kreatifitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu 
yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan 
melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus 
menunggu perubahan peraturan (changing the law). Peraturan yang buruk tidak 
hanya menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif  untuk menghadirkan 
keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena setiap kali mereka dapat 
melakukan interpretasi secara baru terhadap suatu peraturan.81 
Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku 
hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam perannya untuk kepentingan-
kepentingan sosial yang memang harus dilayani. Berdasarkan teori ini keadilan tidak 
bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal. Keadilan justru diperoleh 
lewat institusi, karena argument-argumen logis harus dicari dan sesudah keadilan 
ditemukan, maka dibingkai secara yuridis formal dalam keputusan yang diyakini adil 
tersebut. Oleh karena itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdi bagi 
dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. 
Landasan ontologis hukum progresif lebih terkait dengan persoalan realitas 
hukum yang terjadi di Indonesia. Masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap 
peraturan hukum yang berlaku. Hukum yang ada dianggap tidak mampu mengatasi 
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persoalan, sehingga masyarakat mengimpikan teori hukum yang lebih akurat82 
Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita tercapainya peradilan yang sederhana, 
cepat dan biaya ringan, apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh permainan 
prosedur. 
Hadirnya PHI sejak tahun 2006 yang dipersiapkan untuk menyelesaikan 
perselisihan hubungan industrial secara sederhana, cepat dan biaya ringan, namun 
pada kenyataannya masih jauh dari harapan. Praktik beracara di PHI membuktikan 
bahwa ternyata PHI sama sekali tidak mampu menyelesaikan perselisihan hubungan 
industrial secara cepat, tepat, adil dan murah. Padahal pada prinsipnya beracara di 
PHI telah diatur batasan waktu dan tahapannya dengan tidak membuka kesempatan 
untuk banding ke Pengadilan Tinggi dan adanya batas waktu persidangan di PHI 
pada Pengadilan Negeri yang harus diselesaikan paling lama 50 (lima puluh) hari 
kerja dan di  tingkat kasasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.83 
Pada periode pertama dan kedua sejak PHI dioperasionalkan atau persisnya 
sejak April 2006, ekspektasi masyarakat terutama pekerja/buruh terhadap PHI 
tampak antusias. Setidaknya hal itu terlihat dari data kuantitas perkara di kepanitraan 
PHI pada Pengadilan Negeri Medan yang mencatat jumlah perkara tahun 2006 
sebanyak 142 kasus dan meningkat di tahun 2007 menjadi 208 kasus.84 Tingginya 
antusias masyarakat terhadap PHI diawal pembentukannya merupakan respon yang 
sangat logis dan rasional karena masyarakat sudah bersikap skeptic dan tidak percaya 
terhadap institusi P4D dan P4P yang dianggap telah gagal menyelesaikan 
perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat, adil dan murah.85 
                                                             
82  Rizal Mustansyir,  Loc. Cit. 
83   Surya Tjandra et al,  Op. Cit., hlm 16 
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Pada praktik proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di PHI 
justru berbanding terbalik dengan filosofi dasar pembentukan PHI itu sendiri. Secara 
relatif   proses persidangan di PHI pada Pengadilan Negeri berjalan sesuai dengan 
batasan waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kerja dan waktu persidangan di MA 
ditentukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Realitanya dari proses kelengkapan 
dan pengiriman berkas kasasi, persidangan dan putusan hingga pengiriman putusan 
kasasi ke PHI pada Pengadilan Negeri yang menyidangkan di tingkat pertama 
memakan waktu 2 hingga 3 tahun, secara variatif dan bahkan sebagian diantaranya 
mencapai waktu 4 hingga 5 tahun.86 
Pada prinsipnya PHI harus menyelesaikan perselisihan hubungan industrial 
secara tepat artinya sesuai dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat yang 
membutuhkan dan menghendaki PHI sebagai lembaga penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial yang dapat melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh,  
ternyata justru PHI tidak dapat melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh itu 
sendiri. Prinsip PHI harus menyelesaikn perselisihan hubungan industrial secara adil 
artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, ternyata justru 
mampu menegakkan keadilan. Faktanya PHI telah memutuskan apa yang menjadi 
hak dan kewajiban para pihak yang berpekara, akan tetapi justru sebagian besar 
putusan PHI tidak dapat dilaksanakan. Hanya sebagian kecil putusan yang dapat 
dieksekusi secara efektif dan sebagian lagi terpaksa diselesaikan secara negosiable 
justice.87 
Berdasarkan fakta diatas yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah mengapa 
PHI tidak dapat melaksanakan eksekusi putusannya secara cepat, tepat, adil dan 
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murah. Untuk menjawab pertanyaan inilah diperlukan rekonstruksi terhadap eksekusi 
putusan pengadilan dalam perkara PPHI yang berbasis keadilan hukum progresif. 
Gambara eksekusi putusan dalam perkara PPHI ini setidaknya mampu 
mengidentifikasi persoalan PHI secara fundamental sekaligus memberikan pemikiran 
alternatif untuk merumuskan ulang konsepsi dasar bagi kepentingan konstruksi 
hubungan industrial terhadap eksekusi putusan pengadilan perkara PPHI yang tepat, 
cepat, adil dan murah dalam mewujudkan keadilan hukum progresif. 
Landasan epistemologis hukum progresif lebih terkait dengan dimensi 
metodologis yang harus dikembangkan untuk menguak kebenaran ilmiah. Selama ini 
metode kasuistik dalam istilah logika, lebih dekat dengan pengertian induktif yang 
lebih mendominasi bidang hukum.Kasus pelanggaran hukum tertentu yang dikaitkan 
dengan peraturan perundang-undngan yang berlaku, dicari dalam pasal-pasal hukum 
yang tertulis menjadikan dimensi metodologis belum berkembang secara optimal. 
Interpretasi atas peraturan perundang-undangan yang berlaku didominasi oleh pakar 
hukum yang kebanyakan praktisi yang memiliki kepentingan tertentu, misalnya 
untuk membela klainnya. Tentu saja hal ini mengandung validitas tersendiri, untuk 
itu diperlukan terobosan metodologis yang lebih canggih untuk menemukan inovasi 
terhadap sistem hukum yang berlaku.88 
Landasan epistemologis hukum progresif bergerak pada upaya penemuan 
langkah metodologis yang tepat, agar hukum progresif dapat menjadi dasar 
kebenaranbagi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Metodologis disini 
adalah kajian perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh (prosedur ilmiah), 
supaya pengetahuan yang diperoleh benar-benar memenuhi ciri ilmiah. Metodologi 
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merupakan bidang yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan dan sekaligus 
menjamin objektivitas atau kebenaran ilmu. 
Metodologi merupakan proses yang menampilkan logika sebagai paduan 
sistematis dari berbagai proses kognitif yang meliputi : klasifikasi, konseptualisasi, 
kesimpulan, observasi, eksprimen, generalisasi, induksi, deduksi dan lain-lain. 
Hukum progresif baru dapat dikatakan ilmiah apabila prosedur ilmiah berupa 
langkah-langkah metodis diatas sudah jelas.89 Ketika kahausan masyarakat akan 
kehadiran hukum yang lebih baik itu sudah berakumulasi, maka gagasan tentang 
hukum progresif ibarat gayung bersambut. 
Landasan aksiologis hukum progresif terkait dengan problem nilai yang 
terkandung di dalamnya. Aksiologi atau teori nilai menurut Runes adalah hasrat, 
keinginan, kebaikan, penyelidikan atau kodratnya, kreterianya dan status 
metafisiknya. Hasrat, keinginan dan kebaikan dari hukum progresif perlu  ditentukan 
kriteria dan status metafisiknya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif 
tentang nilai yang terkandung di dalamnya.90 
Kreteria terkait dengan standar pengujian nilai yang dipengaruhi aspek 
psikologis dan logis. Hal ini sangat tergantung pada aliran filsafat yang dianut, kaum 
hedonis misalnya menemukan standar nilai dalam kuantitas kesenangan. Kaum 
idealis lebih mengakui sistem objektif norma rasional sebagai kreteria. Sementara 
kaum naturalis menemukan ketahanan biologis sebagai tolok ukur. Hukum progresif 
seharusnya lebih memihal pada cara pandang kaum idealis yang mengakui sistem 
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objektif norma rasional, karena persoalan yang dihadapi hukum progresif harus 
dipandang secara objektif rasionalistik.91 
 
2. Kerangka Konseptual.  
Sesuai dengan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, 
maka kesamaan persepsi dan pandangan, perlu kejelasan mengenai beberapa konsep 
yang ada di dalamnya. 
 
2.1. Politik Hukum 
Politik hukum menurut Bellefroid adalah bagian dari ilmu hukum yang 
membahas perubahan hukum yang berlaku (ius constitutum) menjadi hukum yang 
seharusnya (ius konstituendum) untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam 
masyarakat.92  
Secara etimologis istilah politik hukum merupakan tejemahan bahasa Indonesia 
dari istilah bahasa belanda rechtpolitiek. Kata recht dalam bahasa Indonesia berarti 
hukum. Adapun dalam kamus bahasa belanda yang ditulis oleh Van Der Tas, kata 
politiek mengandung arti beleid yang dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan 
(policy). Berdasarkan penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa politik hukum secara 
singkat berarti kebijakan hukum. Adapun kata kebijakan sendiri dalam kamus besar 
bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas dalam pelaksanaan suatu 
pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.93 
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93  H. Siswanto S, 2012,  Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 
2009), Jakarta, hlm. 59. 
  
Politik hukum menurut Bellefroit adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti 
perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru 
kehidupan masyarakat dengan menyatakan bahwa :  
De rechtpolitiek onderoekt, welke veranderingen in het maatschappelijk leven 
tevoldeon. Zij zet den ontwikkelingsgang der rects orde voort. Want uit het 
vroegere rschtsstelsel ontwikkelde ‘ Jus Constitutum” tracht zij het “Jus 
Constituendum” of het recht der toekompst op te bouwen.94 
 
untuk masa yang akan datang.95 
 
Politik hukum menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara dapat diartikan 
sebagai   kebijakan    hukum   (legal policy)    yang    hendak    diterapkan   atau  
 
kelompok elit pengambil kebijakan.96 
Politik hukum menurut  Moh. Mahmud MD dapat diartikan sebagai garis  
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mencapai tujuan  negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 
1945.97 
 
dalam pelaksanaannya.98 
 
 
secara bertahap dapat terencana dan terwujud.99 
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terjadi dalam politik hukum.100 
 
kebijakan perlindungan sosial (social defence policy).101 
 
Ada  dimasyarakat  untuk  mencapai   tujuan   negara   yang    dicita-citakan.102  
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2.2. Pelaksanaan Putusan Pengadilan 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 “Didalam praktek tidak jarang terjadi, debitur yang dikalahkan atau akan 
dikalahkan dalam perkara dipengadilan, jauh sebelumnya telah mengalihkan 
harta kekayaannya kepada saudaranya atau orang lain dengan maksud untuk 
menghindarkan harta kekayaan tersebut dari penyitaan. Dengan demikian, si 
dibetur tampaknya sebagai orang yang miskin, tetapi sesungguhnya tidak. 
Mengigat hal semacam ini lembaga sandera kiranya masih perlu dipertahankan, 
namun penerapannya harus hati-hati”. 103 
 
                                                             
 
 
  
 
 
2.3. Hubungan Industrial 
 
labour   management     relations).     Menurut     Payaman   J  Simanjutak 104
   
 
Yunus  Shamad
 105   
merumuskan   hubungan   industrial   dapat diartikan  
 
                                                             
 
 
  
Muzni Tambusai
 106 
bahwa hubungan industrial pada intinya merupakan pola 
hubungan interaksi yang terbentuk diantara para pelaku proses produksi  barang  
dan  jasa  (pengusaha,  pekerja/buruh,  dan  pemerintah) dalam suatu hubungan 
kerja. 
Menurut     Sentanoe    Kertonegoro107   istilah     hubungan    perburuhan  
 
 
Hubungan industrial ini sulit merumuskan secara universal untuk diterima  
semua  pihak,  hal  ini  diakui  pula oleh Michael Salamon108
 
dalam  
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dan pemerintah, adanya proses produksi barang dan/atau jasa.109 
 
 
 
pihak-pihak    yang    bersangkutan diselesaikan dengan sebaik-baiknya.110 
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hlm. 57. 
  
 
dari segi bargaining power pada umumnya jauh lebih lemah dibandingkan dengan 
posisi pengusaha. Rendahnya kualitas pekerja dan tingginya tingkat pengangguran 
menjadikan pekerja di Indonesia tidak mempunyai banyak pilihan untuk 
mendapatkan pekerjaan, sehingga berdampak pada rendahnya bargaining power 
mereka terhadap pengusaha. 
Hubungan Industrial dibentuk melalui sarana :111 
a) Serikat pekerja/Serikat buruh; 
b) Organisasi Pengusaha; 
c) Lembaga kerja sama  bipartiet; 
d) Lembaga kerja sama tripartiet; 
e) Peraturan perusahaan; 
f) Perjanjian kerja sama; 
g) Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; Lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial. 
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dalam bukunya Industrial Relatioan : Theory and practice:112 
"However, it is difficult to define the term industrial relationsin a precise and 
universally accepted way. Industrial relation for many is percived to involve 
male, full time, unioinzed, manual workers in large, manufacturing units 
imposing restrictive practices, strikes and collective bargaining”. 
 
 
                                                             
112 Michael Salamon, 2000, Industrial Relation: Theory dan Practice, Prentice Hall, USA, hlm. 4-
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lebih luas.113 
 
2.4. Perselisihan Hubungan Industrial 
 
Pancasila dan UUD 1945.114 Jadi pengertian  hubungan  industrial  diatas maka  
                                                             
113 Lalu Husni, 2004, Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di 
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Sedangkan  menurut  Undang-undang  No 2  Tahun 2004  tentang  penyelesaian  
 
serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan. 115 
 
perusahaan timbul karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, 
pelaksanaan hak dan Kewajiban keserikatan pekerjaan.116 
                                                                                                                                                                                  
114  Rusli Hardijan, 2003, Hukum Ketenagakerjaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 145 
115  UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 
  
 
lain:117 
 
 
sebagai berikut:118 
                                                                                                                                                                                  
116  Ibid. 
117  Rusli Hardijan, Op. Cit., hlm. 145-146 
118  Ibid , hlm 146. 
  
 
 
 
 
Perselisihan hubungan industrial yang menyangkut permasalahan diantara 
ketiga pihak tersebut, berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, jenis 
perselisihan hubungan industrial meliputi : 
a. Perselisihan hak 
b. Perselisihan kepentingan 
c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja dan 
d. Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu 
perusahaan. 
Dengan cakupan materi perselisihan hubungan industrial sebagaimana 
dimaksud di atas, penjelasan umum Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 menjabarkan 
lebih lanjut bahwa perselisihan industrial pada pokoknya adalah sebagai berikut :119 
1. Pengaturan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi baik di 
perusahaan swasta maupun perusahaan di lingkungan Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) 
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2. Pihak yang berpekara adalah pekerja/buruh secara perseorangan maupun 
organisasi serikat pekerja/buruh dengan pengusaha atau organisasi 
pengusaha. Pihak yang berperkara dapat juga terjadi antar serikat 
pekerja/serikat buruh dengan perikat pekerja/serikat buruh lain dalam satu 
perusahaan. 
3. Setiap perselisihan hubungan industrial pada awalnya diselesaikan secara 
musyawarah untuk mufakat oleh pihak yang berselisih (bipatrite). 
4. Dalam hal perundingan oleh pihak yang berselisih (bipartite) gagal, maka 
salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya pada 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. 
5. Perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau 
perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh yang telah dicatat pada 
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat 
diselesaikan melalui konsiliasi atas kesepakatan kedua belah pihak, 
sedangkan perselisihan perselisihan melalui arbitrase atas kesepakatan kedua 
belah pihak hanya perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat 
pekerja/serikat buruh. Apabila tidak ada kesepakatan kedua belah pihak untuk 
menyelesaiakan perselisihan melalui konsiliasi dan arbitrase, maka sebelum 
diajukan ke pengadilan hubungan industrial terlebih dahulu melalui madiasi. 
Hal ini untuk menghindari menumpuknya perkara perselisihan hubungan 
industrial di pengadilan. 
6. Perselisihan hak yang telah dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di 
bidang ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan melalui konsiliasi dan 
arbitase, namun sebelum diajukan ke pengadilan hubungan industrial terlebih 
dahulu melalui madiasi. 
7. Dalam hal mediasi dan konsiliasi tidak tercapai kesepakatan yang dituangkan 
dalam perjanjian bersama, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan 
ke pengadilan hubungan industrial. 
8. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase dilakukan 
berdasarkan kesepakatan bersama para pihak dan tidak dapat di ajukan 
gugatan ke pengadilan hubungan industrial karena putusan arbitrase bersifat 
akhir dan tetap, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat di ajukan pembatalan ke 
Mahkamah Agung. 
9. Pengadilan hubungan industrial berada pada lingkungan peradilan umum dan 
dibentuk pada pengadilan negeri secara bertahap pada Mahkamah Agung. 
10. Untuk    menegakkan      hukum     ditetapkan    sanki, sehingga dapat 
merupakan alat paksa yang lebih kuat agar ketentuan undang-undang ini di 
taati. 
 
Kehadiran PHI ini tidak hanya merupakan asset bagi dunia peradilan, tetapi 
juga merupakan kekuatan baru bagi pekerja dalam rangka mencari perlindungan 
hukum. Terlebih adanya putusan PHI berupa sita eksekusi. Dengan demikian, 
diharapkan tidak ada lagi pengusaha yang berani bertindak semena-mena terhadap 
pekerjanya. Adalah harapan  bagi semua, dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 
  
dan PHI ini diimbangi peran serta konsiliator, arbiter, mediator dan hakim PHI yang 
benar-benar menegakkan hukum dengan tegas, jujur, adil. Bersih dari kkn serta 
netral (tidak memihak). Semua anjuran tertulis dari konsiliator, arbiter dan mediator, 
maupun putusah PHI benar-benar berdasarkan atas hukum, keadilan dan kepatutan. 
 
2.5. Hukum Progresif 
Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal 
katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi 
sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. 
Pengertian progresif secara harfiah ialah, favouring new, modern ideas, happening or 
developing steadily 120 (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa 
atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) 
maju, meningkat.121 
Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh 
Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. 
Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam 
mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam 
bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah 
dengan gagasan tentang hukum progresif. 
Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, 
melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praktik hukum, serta 
melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa 
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342. 
121  Ibid, hlm. 628. 
  
hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk 
dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri 
manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.122 Pengertian 
sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif 
adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum 
(termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih 
berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan 
kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum 
progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir 
maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir 
saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi 
tidak ada rekayasan atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab 
menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi 
semua rakyat.123 Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam 
situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu 
fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang 
dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang 
terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan 
holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran 
visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan 
baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk 
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memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, 
kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.124 
Menurut Satjipto tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan 
penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya 
dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, 
matematis dan deterministic dengan metode hukum yang analytical-positivism atau 
rechtdogmatiek yaitu bahwa alam (dalam terminology newton) atau hukum dalam 
terminologi positivistic (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang 
tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.125 Analogi terkait ilmu fisika dengan teori 
Newton saja dapat berubah begitu pula dengan ilmu hukum yang menganut faham 
positivisme.126 Sebuah teori terbentuk dari komunitas itu memandang apa yang 
disebut hukum, artinya lingkungan yang berubah dan berkembang pastilah akan 
perlahan merubah sistem hukum tersebut. 
Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan 
sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain 
bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep 
hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan 
untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif 
meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek. Aliran-aliran 
tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis 
ke dalam, khususnya hokum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai 
sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif 
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ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu 
sendiri.127 Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif 
juga dekat dengan sociological jurisprudence dari Roscoe Pound. Hukum progresif 
juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum 
Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang 
monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian 
karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan 
menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum 
modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi 
institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh 
legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.128 
Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk 
menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia 
dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum 
ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada 
status law in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang 
bermoral kemanusiaan.129 Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum 
progresif adalah: 
1. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. 
2. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat. 
3. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat 
luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga 
4. Bersifat kritis dan fungsional. 
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G. Metode Penelitian. 
1. Jenis dan Sumber Data 
Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan 
menganalisis sesuatu hal sampai menyususn laporannya.130 Oleh karena itu  guna 
mendapatkan hasil yang mempunyai nilai validasi yang tinggi serta dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian yang 
tepat. Di dalam penelitian termasuk penelitian hukum, dikenal berbagai macam 
atau jenis penelitian. Terjadinya perbedaan jenis penelitian itu berdasarkan sudut 
pandang dan cara meninjauanya, pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk 
penelitian hukum dapat ditinjau dari segi sifatnya, bentuk, tujuan dan penerapan 
dari sududt disiplin ilmu. Penentuan jenes atau macam penelitian dapat dipandang 
penting karena ada kaitan erat antara antara jenis penelitian itu dengan sistematika 
dan metode serta analisa data yang harus dilakukan untuk setiap penelitian. Hal 
demikian perlu dilakukan guna mencapai nilai validasi data yang tinggi, baik dari 
data yang dikumpulkan maupun hasil akhir penelitian yang dilakukan.131 
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Data primer dalam rangka melihat hukum dalam praktek putusan pengadilan 
hubungan industrial, sebagai suatu penelitian hukum empiris yang menggunakan 
data primer, cara penelitian ini juga dapat mengikuti cara penelitian ilmu sosial. 
Lahirnya pendekatan penelitian hukum empiris (sosio legal research) merupakan 
konsekuensi dari ilmu hukum yang memang bersifat terbuka, sehingga interaksi 
antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu terutama ilmu sosial merupakan suatu 
keniscayaan.132 
Metode penelitian disertasi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang 
dimaksudkan bahwa hasil analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan 
angka-angka melainkan data yang dianalisis dilakukan secara mendalam dan holistik. 
Penelitian yang dilakukan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris adalah 
untuk mengetahui pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial yang berjalan 
di pengadilan negeri medan  dan  kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam proses 
tersebut. 
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2. Teknik pengumpulan Data 
Bahan atau materi penelitian disertasi ini diperoleh dari penelitian kepustakaan 
dan penelitian lapangan. Oleh karena penelitian, maka bahan hukum yang 
dipergunakan adalah bahan hukum primer, skunder, dan tertier.133 Data sekunder 
tidak hanya didapat dari bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, 
buku-buku, hasil-hasil peneltian, namun data sekunder juga diperoleh dari peneltian 
lapangan. Dari penelitian lapangan diperoleh data primer dari responden dan  
informan penelitian yaitu Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 
Negeri Medan, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Medan, Hakim Pengadilan 
Hubungan Industrial; (adhoc dan karier) pada Pengadilan Negeri Medan, Panitera 
Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Juru Sita 
Pengadilan Negeri Medan, Pengurus serikat pekerja/serikat buruh Propinsi Sumatera 
Utara, Pengurus Asosiasi Pengusaha (Apindo) Propinsi Sumatera Utara. 
Sebagai alat penelitian untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder 
dipakai studi dokumen dan wawancara. Data sekunder didapat dengan menggunakan  
studi dokumen, sedangkan data primer dilakukan dengan menggunakan wawancara 
bebas kepada nara sumber  dan responden. Teknik wawancara yang dilakukan 
berkisar tentang pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial 
yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nara sumber Ketua Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Panitera dan Sekretaris 
Pengadilan Negeri Medan, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial; (adhoc dan 
karier) pada Pengadilan Negeri Medan, Panitera Muda Pengadilan Hubungan 
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Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Juru Sita Pengadilan Negeri Medan, 
Pengurus serikat pekerja/serikat buruh Propinsi Sumatera Utara, Pengurus Asosiasi 
Pengusaha (Apindo) Propinsi Sumatera Utara. 
 
3. Analisis Data 
Analisis diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis  dan 
konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.134 Data yang dikumpulkan dari hasil 
penelitian bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata dan gambar, untuk dilakukan 
analisis secara kualitatif untuk menjawab  permasalahannya. Analisis data kualitatif  
berkaitan dengan reduksi data yaitu memilah-milah data yang tidak beraturan  
menjadi potongan-potongan yang teratur dengan mengambil, menyusunnya menjadi 
katagori ( memoing), dan merangkumnya menjadi pola dan susunan yang sederhana, 
interpretasi yaitu mendapat makna dan pemahaman terhadap kata-kata dan tindakan 
para partisipan riset, dengan memunculnya konsep dan teori  (atau teori berdasarkan 
generalisasi) yang menjelaskan suatu temuan  melalui laporan tertulis.135 
 
G. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab. 
Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis, 
kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
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Bab II mengkaji tentang Politik Hukum Nasional, Objek kajian politik hukum, 
politik hukum PPHI, politik hukum dalam PPHI dalam RPJPN dan RPJMN dan 
hukum progresif. 
Bab III mengkaji perkembangan politik hukum perselisihan perburuhan di 
Indonesia dari masa ke masa dan pengaturan politik hukum dalam pelaksanaan 
putusan pengadilan hubungan industrial saat ini. 
Bab IV mengkaji kelemahan filosofis, kelemahan yuridis dan kelemahan 
sosiologis dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial. 
Bab V mengkaji politik hukum dalam pembaharuan hukum pelaksanaan 
putusan pengadilan hubungan industrial untuk kepentingan nasional dan rekonstruksi 
ideal politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial 
berdasarkan hukum progresif. 
Bab VI Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. 
 
 
